BUPATI TRENGGALEK
SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN
2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang : a.

Mengingat

: 1.

DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu mengatur Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Trenggalek, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 3 Tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Trenggalek;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Pembayaran Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 21);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

15.

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Repubik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik;

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009
Nomor 1 Seri E );

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011

Nomor 1 seri D);
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI = TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati

Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran halaman 32 Nomor 2 tentang
Pertanggungjawaban Fungsional diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

2. Pertanggungjawaban Fungsional

Bendahara Penerimaan SKPD menyerahkan LPJ yang
dilengkapi STS kepada PPKD sebagai bentuk
pertanggungjawaban fungsional, dengan tembusan
kepada Dinas Pendapatan dan Inspektorat Kabupaten
Trenggalek dan PPKD melakukan verifikasi, evaluasi
dan analisis dalam rangka rekonsiliasi pendapatan.
Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional pada
PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.
Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dilampiri
dengan:
1. Buku Penerimaaan dan Penyetoran yang ditutup

pada akhir bulan berkenaan.

Register STS.

Copy dari Slip Setoran.

Pertanggungjwaban Bendahara Penerimaan

Pembantu.
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2. Ketentuan dalam Lampiran halaman 49 Nomor 3 tentang
Prosedur Penerbitan SP2D diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

3. Prosedur Penerbitan SP2D

a. BUD meneliti keabsahan dan kelengkapan dokumen
SPM serta pagu anggaran (keabsahan mencakup tanda
tangan pejabat penanda tangan SPM dengan specimen
tandatangan, memeriksa cara penulisan/pengisian
jumlah uang dalam angka dan huruf, kebenaran
dalam penulisan serta menguji kesesuaian dengan
DPA terkait, serta batasan jumlah dalam SPD yang
terkait);

b. Jika dokumen dinyatakan sah dan lengkap serta tidak
melampaui pagu anggaran, maka BUD mencatat
pengajuan SPM pada Buku Register SPM BUD yang
selanjutnya menerbitkan SP2D. (Penerbitan SP2D
paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak
diterimanya dokumen SPM);

c. SP2D yang diterbitkan dibuat rangkap 4 (empat),
dokumen yang asli lembar ke-1 untuk Bank Jatim,
lembar ke-2 untuk Bendahara Pengeluaran SKPD,
lembar ke-3 dikirim ke Kuasa BUD) dan lembar ke-4
untuk arsip;

d. Sedangkan Dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap
dan/atau tidak sah dan/atau melampaui pagu
anggaran, maka BUD menolak dengan Surat
Penolakan Penerbitan SP2D. (Penolakan penerbitan
SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM);

e. SP2D yang diterbitkan akan dicatat oleh BUD pada
Buku Register SP2D dan Surat Penolakan Penerbitan
SP2D akan dicatat dalam Buku Register Penolakan
Penerbitan SP2D;

f. BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk
keperluan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang
Persediaan (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TU)
kepada Bendahara Pengeluaran, sedangkan SP2D
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yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran
langsung (Gaji) diserahkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Gaji dan SP2D untuk pembayaran langsung

Belanja Barang/Jasa diserahkan kepada pihak ketiga.

3. Ketentuan dalam Lampiran halaman 50 Nomor 4 tentang
Pihak terkait diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Pihak-pihak yang tekait :
a. BUD yang dalam hal ini mempunyai tugas :
- Melakukan pengujian atas kebenaran SPM
- Menerbitkan SP2D
- Membuat register
- Mengirim SP2D kepada Kuasa BUD
b. Bank Jatim sebagai Penyimpan Uang Pemerintah
Kabupaten Trenggalek.
c. Pengguna Anggaran sebagai penandatangan SPM.

4. Ketentuan dalam Lampiran halaman 56 huruf d tentang
Pertanggungjawaban Fungsional diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

d. Pertanggungjawaban Fungsional
Pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh Bendahara
Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) dari penggunaan dana yang
dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan
merupakan  penggabungan dari LPJ Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dilampiri
dengan :
— Buku Kas Umum
— Laporan Penutupan Kas
— SPJ Fungsional
— Buku Panjar
— Buku Pajak

— Rekening Koran.
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Khusus pertanggungjawaban Fungsional pada Bulan
Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga

puluh satu) atau hari kerja terakhir bulan tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Juni 2012

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 29

SALINAN SESUAIDENGAN ASLINYA
KEPAL. GIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001




